
Rapat Koordinasi PPID Se-Jawa Tengah
Salatiga, 9 Juni 2022



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 

(Perki SLIP)
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Pasal 6 PERKI 1/2021  



Pasal 7 PERKI 1/2021  
Atasan PPID

Tugas: 
1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi 

Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan 
PPID Pelaksana.



Menyusun dan melaksanakan kebijakan 
informasi  & dokumentasi;

Menyusun laporan pelaksanaan 
kebijakan informasi & dokumentasi;

Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan 
pengumpulan bahan informasi 
dan dokumentasi dari PPID Pelaksana dan/atau 
Petugas Pelayanan Informasi;

Menyimpan, mendokumentasikan, 
menyediakan, dan memberi pelayanan 
informasi dan dokumentasi kepada publik;
Menyediakan informasi dan dokumentasi 
untuk diakses oleh masyarakat;

Melakukan verifikasi bahan informasi 
dan dokumentasi publik;

Melakukan pengujian konsekuensi atas 
informasi 
dan dokumentasi yang dikecualikan;

menentukan Informasi Publik yang dapat
diakses publik dan layak untuk 
dipublikasikan;
Melakukan pemutakhiran informasi dan 
dokumentasi;

melakukan pembinaan, pengawasan, 
monev atas pelaksanaan kebijakan
teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh 
PPIDPelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi



DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Catatan yang berisi keterangan secara sistematis 
tentang seluruh Informasi Publik yang berada di 
bawah pengusaan Badan Publik tidak termasuk 
informasi yang dikecualikan



DIHASILKAN

DISIMPAN

DIKELOLADIKIRIM

DITERIMA

Pasal 1 angka 2 UU KIP:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu 
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 
Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. 

PENGERTIAN INFORMASI PUBLIK



Asas Informasi Publik

9

Bersifat terbuka Dapat diakses 

Informasi yang dikecualikan 
bersifat ketat dan terbatas

Dapat diperoleh dengan cepat dan 
tepat waktu, biaya ringan, dan cara 
sederhana 

Pengecualian informasi 
berdasarkan Pengujian atas 
Konsekuensi

MALE = Maximum Access Limited Exemption



Pasal 10 ayat (1) huruf h & Pasal 45 Perki SLIP
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Atasan PPID (Ps. 45 ayat 6) 
Penetapan Daftar Informasi Publik ... atas persetujuan  Atasan PPID. 
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